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Beras Premium Tak Kena I?“I?_N12__

ARATIA Badan T Bongam

Nasional (Bapanas) menegaskan
pemerintah tidak akan mengenakan
tarif Pajak Pertambahan Nilai
atau Tarif PPN 12% untuk beras
premium pada 2025.

Kepala Bapanas Arief Prasetyo
Adi menyampaikan kebijakan
penyesuaian PPN dari 11% menjadi
12% tidak akan dikenakan pada
pangan pokok strategis, terutama

pada beras yang diproduksi dalam -

negeri. .

“Beras medium dan premium
tidak dikenakan PPN. Beras yang
kena PPN [12 %] itu beras khusus
yang diimpor, misalnya untuk
kebutuhan hotel atau restoran,”
kata Arief dalam keterangan tertulis,
dikutip pada Kamis (26/12).

Terlebih, Arief menyatakan
pemerintah tengah menggen]ot
produksi beras dalam negeri.
“Tentunya Presiden Prabowo
itu berpihak pada kepentingan
masyarakat menengah ke bawah.
Apalagi sekarang ini kita lagi
sama-sama dorong produksi beras
dalam negeri,” imbuhnya.

Arief juga mengklarifikasi terkait
paparan Kementerian Keuangan
(Kemenkeu) yang sebelumnya
tercantum beras premium termasuk
barang yang terkena PPN 12% pada
Januari 2025. Dia menjelaskan,
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adalah beras khusus yang tidak
bisa diproduksi di dalam negeri.

“Itu  maksudnya lebih ke
beras khusus yang tidak bisa

" diproduksi dalam negeri, tapi
-terhadap beras khusus dari lokasi
tertentu di Indonesia, misalnya

seperti beras aromatik produksi
lokal, itu juga tidak kena PPN.
Hal ini supaya kita dapat terus
menjaga margin yang baik bagi
petani lokal,” tuturnya.
Kualifikasi beras telah diatur
dalam Peraturan Badan Pangan
Nasional (Perbadan) No.2/2023.
Beleid itu menjelaskan beras umum
terdiri dari atas beras premium
dan medium yang ditentukan

“berdasarkan perbedaan derajat

sosoh dan butir patah.

Karena itu, Bapanas telah
mengusulkan kepada Kemenkeu
agar pemberlakuan PPN 12%
hanya untuk beras khusus tertentu
yang tidak dapat diproduksi di
dalam negeri. Ini telah sesuai
dengan pasal 3 ayat 5 dalam
Bab I pada Perbadan 2/2023.

Apalagi, Arief mengungkap
bahwa beras premium banyak
diminati - masyarakat secara
luas. Di samping itu, sebaran
beras premium juga merata di
semua lini pasar. “Jadi ini yang
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tidak termasuk barang mewah
dan tidak dikenakan PPN seperti
yang ada sebelum ini,” ujarnya.

Sebelumnya, Menteri Koordinator
Bidang Perekonomian Airlangga
Hartarto juga menegaskan beras
premium tidak dikenakan PPN
12% pada tahun depan. Dia
menuturkan beras premium
merupakan salah satu kebutuhan
pokok yang tidak dikenakan PPN
12%. “Enggak [kena PPN 12%
untuk beras premium],” jelasnya.

Adapun, Airlangga menyampaikan
aturan dan klasifikasi untuk barang
dan jasa mewah yang dikenakan
PPN 12% akan dimuat di dalam
Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
Dia memastikan beleid itu bakal
meluncur sebelum pengenaan PPN
12% dilakukan, atau sebelum
Januari 2025.

Dalam aturan itu, Au'langga
hanya menyampaikan bahwa
pemerintah akan memasukkan
kategori barang dan jasa mewah
dan bukan.

“Ya nanti ditentukan ada PMK—
nya apa yang kategori mewah
dan non mewah,” ungkapnya.
Namun, dia tidak berkomentar -
lebih jauh terkait barang dan jasa -
mewah yang menjadi pertimbangan -

pemerintah. (JiBi/bisnis.com)




